SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Menimbang

Mengingat

SIPILKABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima, perlu
disusun Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil KabupatenTanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimanadimaksud dalam huruf a4, perlu
menetapkanPeraturan Bupati tentang Standar

Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanah Laut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undng-Undang Dasar Republik Indonesia
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SipilKabupaten Tanah Laut.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipilKabupaten Tanah Laut.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Kependudukan dan
Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Petugas Loket adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan
menerima berkas permohonan pelayanan administrasi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Operator atau Operator Komputer adalah Operator Komputer pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

Kartu Keluarga atau KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah
kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana.

Surat Keterangan Pindah adalahsurat keterangan yang dibuat untuk
keperluan penduduk pindah dari dalam kota ke luar daerah.

Surat Keterangan Pindah Datang adalah kartu identitas keluarga yang
mengalami perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena
perpindahan dari luar daerah ke dalam kota.

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri adalah surat keterangan yang
dibuat untuk keperluan penduduk pindah dari dalam negeri ke luar negeri.
Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri adalah surat keterangan yang
dibuat untuk keperluan penduduk pindah dari luar negeri ke dalamnegeri.
Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Orang
Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
suratketerangan yang dibuat untuk Orang Asing untuk keperluanpindah
dari luar negeri ke dalamWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akta Kelahiran adalah kutipan pencatatan kelahiran yang dilaporkan oleh
penduduk.

Akta Kematian adalah kutipan pencatatan kematian yang wajib dilaporkan
oleh pihak keluarga atau kuasanya kepada Ketua RT/RW.

Penerbitan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan Akta
pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan
kepada pemegang, dilakukan setelah menyerahkan dokumen autentik yang



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

menjadi persyaratan penerbitan Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta
dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Akta Perceraian adalah kutipan pencatatan perceraian bagi penduduk yang
bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan.
Akta Perkawinan adalah kutipan pencatatan perkawinan bagi penduduk
yang bukan beragama Islam yang sah berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

Surat Keterangan Pengakuan Anak adalah surat keterangan yang dibuat
untuk keperluan pengakuan anak.

Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah surat keterangan yang
dibuat untuk keperluan pengangkatan anak.

Surat Keterangan Pengesahan Anak adalah surat keterangan yang dibuat
untuk keperluan pengesahan anak.

Penerbitan Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan Akta
Pencatatan Sipil yang dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan
apabila pembetulan atas permintaan penduduk dilakukan setelah
memenuhi syarat.

Legalisasi adalah tindakan pengesahan terhadap Surat Pernyataan atau
Keterangan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atas
sesuatu hal yang tercantum dalam Surat Pernyataan atau Keterangan.
Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerangkan
atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal keperluan surat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai pedoman bagi
aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat sebagai
penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan administratif di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk :

a.

b.
C.

memberi kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi masyarakat
untuk memperoleh pelayanan,;

mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas; dan

mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti,
terjangkau dan tepat waktu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4



Ruang lingkup Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
adalah pelayanan administratif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil,
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meliputi:

pelayanan penerbitan Kartu Keluarga,;

pelayanan perekaman/Penerbitan KTP-EL;
pelayananpenerbitan Surat Keterangan Pindah;
pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;

pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
pelayanan penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
pelayanan penerbitan Akta Kelahiran;

pelayanan penerbitan Akta Kematian;

pelayanan penerbitan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil,
pelayanan penerbitan Akta Perceraian;

pelayanan penerbitan Akta Perkawinan;

. pelayanan penerbitan Pengakuan Anak;

pelayanan penerbitan Pengangkatan Anak;

pelayanan penerbitan Pengesahan Anak;

pelayanan penerbitanPerubahan Akta Pencatatan Sipil;
pelayanan legalisasi Akta, Kartu Keluarga, KTP; dan
pelayanan Surat Keterangan.

BAB IV
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
Pasal 5

(1) Komponen Standar Pelayanan meliputi2 bagian;

a.

Komponen Standar Pelayanan yangterkait dengan proses

penyampaianpelayanan,yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Jangka Waktu Pelayanan.

Biaya/Tarif.

Produk Pelayanan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

SIGIFNANN

Pelayanan, yaitu:

Dasar Hukum.

Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas.
Kompetensi Pelaksana.

Pengawasan Internal.

Jumlah Pelaksana.

Jaminan Pelayanan.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana.

NGk

dalam

. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan



(2) Uraian Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk
menyesuaikan komponen persyaratan dan prosedur pelayanan pada
Standar Pelayanan terkait dengan keyakinannya terhadap bukti-
buktiadministratif yang disampaikan Pemohon.

(2) Penggunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
memperhatikan aspek kesesuaian dengan jenis pelayanan.

BAB V
MAKLUMAT PELAYANAN
Pasal 7

(1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan Standar Pelayanan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan Standar Pelayanan;
b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan
melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan
kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
(4) Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas,
jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang
mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VI
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 8

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyediakan sarana
pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik
secara langsung maupun dengan menggunakan media lain yang
pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat.

(2) Sarana pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk Kotak Saran atau melalui media teknologi informasi dan
sejenisnya.

(3) Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu
menerima pelayanan.



(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara

tertulis dengan memuat materi:

a. nama dan alamat lengkap pengadu;

b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan
uraian kerugian materiil dan immateriil yang diderita;

c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan

d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan pengadu.

(5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
ditanggapi paling lambat 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya
pengaduan yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak
lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

(1) Jenis-jenis pelayanan yang belum ditetapkan Standar Pelayanannya dalam
Peraturan Bupati ini, tetap diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Standar Pelayanan untuk jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara bertahap akan ditetapkan dengan Peraturan
Bupatitersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulaiberlakupadatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

ACHMAD SOFIANI

Diundangkan di Pelaihari

Pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,
Ttd.

H.SYAHRIAN NURDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 29
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